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DAFTAR TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا 
 
alif 
 
tidak dilambangkan 
 
tidak dilambangkan 
 ب 
 
ba 
 
b 
 
be 
 ت 
 
ta 
 
t 
 
te 
 ث 
 
sa 
 
s 
 
es (dengan titik di atas) 
 ج 
 
jim 
 
j 
 
je 
 ح 
 
ha 
 
h 
 
ha (dengan titik di bawah) 
 خ 
 
kha 
 
kh 
 
ka dan ha 
 د 
 
dal 
 
d 
 
de 
 ذ 
 
zal 
 
z 
 
zet (dengan titik di atas) 
 ر 
 
ra 
 
r 
 
er 
 ز 
 
zai 
 
z 
 
zet 
 ش 
 
sin 
 
s 
 
es 
 ش 
 
syin 
 
sy 
 
es dan ye 
 ص 
 
sad 
 
s 
 
es (dengan titik di bawah) 
 ض 
 
dad 
 
d 
 
de (dengan titik di bawah) 
 ط 
 
ta 
 
t 
 
te (dengan titik di bawah) 
 ظ 
 
za 
 
z 
 
zet (dengan titik di bawah) 
 ع 
 
„ain 
 
‘ 
 
apostrof terbalik 
 
 
غ 
 
gain 
 
g 
 
ge 
 ف 
 
fa 
 
f 
 
ef 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fathah 
 
a a  َا 
 
kasrah 
 
i i  َا 
 dammah 
 
u u  َا 
 
ك 
 
kaf 
 
k ka 
 ل 
 
lam 
 
l 
 
el 
 و 
 
mim 
 
m 
 
em 
 ٌ 
 
nun 
 
n 
 
en 
 و 
 
wau 
 
w 
 
we 
 ـه 
 
ha 
 
h 
 
ha 
 ء 
 
hamzah ’ 
 
apostrof 
 ى 
 
ya 
 
y 
 
ye 
 
ق 
 
qaf 
 
q qi 
 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 
 Contoh: 
 ََفـْيـَك : kaifa 
 ََلْوَـه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 
 Contoh: 
ََتَاـي : mata 
يـَيَر : rama 
 ََمـْيِـل : qila 
َُتُْوـًَـي : yamutu 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fathah dan ya 
 
ai a dan i ََْيـ 
 fathah dan wau 
 
au a dan u 
 
ََْوـ 
 
Nama 
 
Harkat dan 
Huruf 
 fathah dan 
alif atau ya 
 
َ ...اََ ...َ|ى  
 
kasrah dan 
ya 
 
َِــي  
 
dammah 
dan wau 
 
ـُــو  
 
Huruf dan  
Tanda 
 a 
i 
u 
Nama 
 
a dan garis di 
atas 
 i dan garis di 
atas 
 u dan garis di 
atas 
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4. Ta marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َُةـَضْوَرَِلاَفْطلأا  : raudah al-atfal 
َُةَهــِضَاـفـَْنُاةَـنـْيِدـ ًَ ـَْنا : al-madinah al-fadilah 
َُةــ ًَ ـْكـِْحـَنا : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( َِّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََانَـّـبَر : rabbana 
ََانــَْيـّجَـن : najjaina 
 َكـَحْــَنا : al-haqq 
 َجـَحْــَنا : al-hajj 
ََىِــُّعن : nu“ima 
 َوُدـَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(َّيِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
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Contoh: 
 َيِـهـَع : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َيِــبَرـَع : „Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contohnya: 
َُصـ ًْ َـ ِّ ّصَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َُةَــنَسْــن َّسَنا  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُةَفـسْهَـفْــَنا   : al-falsafah 
َُدَلاِـــبْــَنا   : al-biladu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contohnya: 
ٌََ ْوُرـُيَأـت : ta’muruna 
َُءَْوّـنْــَنا : al-nau’ 
 َءْيـَض : syai’un 
َُتْرـِي ُِ ُأ : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan 
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 
Fi  Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِللُاْنـيِد     dinullah َِِاللاِب     billah   
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َِاللِة ًَ ْـــحَرْيِف ًْ ُـه hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
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sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
Nasir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al-Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
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ABSTRAK 
Nama  : Andi Muhammad Dirga N 
Nim  : 10500111018 
Judul : Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP No. 
99 Tahun 2012  (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar 
Tahun 2012-2014) 
        
 Skripsi ini membahas masalah Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat 
Terpidana Menurut PP No. 99 Tahun 2012  (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan 
Kota Makassar Tahun 2012-2014). Penelitian ini di latar belakangi untuk mengetahui 
bagaimana Syarat dan tata cara pemberian Pembebasan bersyarat kepada terpidana. 
 Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pengumpulan data 
melaui Penelitian Pustaka (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field 
Research) yakni dengan mengumpulkan dan menelaah literatur-literatur yang 
berkaitan dengan Pembebasan bersyarat serta Undang-undang maupun peraturan-
peraturan lainnya yang terkait. Sementara Penelitian Lapangan dilakukan dengan 
wawancara beberapa responden dan/atau narasumber yakni Bagian Bidang 
Pembinaan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Selanjutnya data 
yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara di analisis dengan metode 
analisis deskriptif. 
 Hasil penelitian menghasilkan bahwa, mekanisme pemberian Pembebasan 
Bersyarat terhadap Terpidana yang di berlakukan dan/atau diterapkan di Lapas Klas I 
Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-
undangan yakni PP No. 99 Tahun 2012 yakni telah menjalani masa pidana paling 
singkat 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan. 
Selain itu, Sistem Operator Procedure (SOP) di terapkan dalam hal pemberian hak 
bagi Narapidana baik itu Remisi, Cuti bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga,dan 
Pembebasan Bersyara  
 Dalam hal mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi 
masyarakat pencari keadilan dan/atau menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) 
bagi setiap Narapidana khususnya dalam hal Pemberian Pembebasan Bersyarat, 
sangat diharapkan aturan hukum yang efisien dan fundamental diterapkan sesuai 
dengan porsinya agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap terpidana 
tersebut demi terlaksananya tertib hukum dan tercapainya cita-cita hukum.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan masyarakat dewasa kini telah banyak di pengaruhi oleh 
globalisasi yang tingkat kemajuannya semakin pesat.Sosial masyarakat nasional kini 
berubah drastis mengikuti zaman modern akibatnya gejala social dan/atau 
penyimpangan sosial itu sendiri telah banyak berbaur dalam rutinitas warga sehari-
hari. Oleh karenanya, sangatlah diperlukan suatu norma dan aturan sehingga gejala 
social ini tidak menimbulkan kontra dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu 
norma yang sangatlah relevansi ialah norma hukum, dimana di dalamnya terdapat 
berbagai aturan yang di sertai sanksi bagi pelakunya. Sebenarnya ini di perlukan guna 
untuk menghalau segala tindakan yang bertentangan dengan falsafah Negara yakni 
Pancasila. 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah 
menegaskan bahwa Negara ini adalah Negara yang berlandaskan atas hukum 
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Maka dari itu, segala 
tindakan ataupun perbuatan harus bersinergi dengan aturan hukum yang telah 
diberlakukan. Masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa segala perbuatan 
harus dipertanggungjawabkan, jika tidak maka akan diberikan suatu sanksi maupun 
hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. 
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Idealnya sebagai Negara hukum.Indonesia menganut system kedaulatan 
hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di 
dalam Negara.Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang 
penting yakni asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).Asas yang 
demikian selain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dapat disimak dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan. Pokok Kehakiman. 
dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau 
dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan 
hukum tetap.
1
 
Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, 
pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas benda milik pelaku tindak 
pidana.Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan 
menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana pokok terdiri dari 
pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan 
pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu.Perampasan barang-barang 
tertentu dan pengumuman putusan hakim. 
Lebih lanjut, memang undang-undang mengatur persamaan semua orang di 
hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 
Dasar 1945 dan perundangan lainnya.Namun, berdasar Undang-Undang itu pula 
terdapat pengecualian, yaitu tiada undang-undang tanpa pengecualian.Dalam kaitan 
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Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Cet.4;Jakarta :Sinar grafita,2004 ), h.33. 
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dengan tulisan ini pengecualian perlakuan di hadapan hukum adalah antara orang 
dewasa dan anak. 
Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa 
antara lain tunduk seepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi 
anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Dinyatakan dalam satu pertimbangan (Consideran) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan 
terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun 
perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu,ketentuan 
mengenai penyelenggaran pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus 
.Kekhususan tersebut tersurat pula dalam rumusan Pasal 40 yaitu hukum acara yang 
berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam 
undang-undang ini.  
Mengenai pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini 
sebenarnya bukan merupakan pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah 
mendapat pengaruh dari pemikir-pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu 
yaitu tentang dasar pembenaran (Rechts Vaardigings Grond) dari suatu pemidanaan 
sebagaimana akan diuraikan kemudian.  
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin 
dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. 
1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri. 
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2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan. 
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat 
yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. 
Simons dalam hal ini berpendapat : 
“Para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari 
suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan di samping 
melihat hakikat dari suatu pemidanaan itu sebagai pembalasan”. 
Simonsjuga merasa yakin bahwa hingga akhir abad XVIII praktik pemidanaan 
itu berada di bawah pengaruh paham pembalasan (vergeldings idée) dan paham 
membuat jera (Afschrikkings idée)
2
 
Sedangkan Van Hamselberpendapat bahwa:
3
 
“Hingga akhir abad XIX prakti-praktik pemidanaan itu masih dipengaruhi 
oleh dua pemikiran pokok seperti yang dimaksudkan di atas yaitu “Vergeldings 
Theorie dan Afschrikkings Idee”.Mengenai pidana didalam zaman modern ini 
sebagaimana dikatakan oleh Simonsadalah sebagai berikut. 
“Pandangan orang di zaman modern mengenai asal Negara dan mengenai 
hakikat dari Negara sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuannya yang 
tersendiri dan yang mempunyai hak-hak yang dimiliki oleh individu-individu telah 
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membuat pidana itu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan dari Negara 
dengan akibat bahwa orang menjadi merasa tidak perlu untuk mempermasalahkan 
kembali tentang apa yang menjadi dasar pembenaran dari suatu pidana melainkan 
yang mereka anggap perlu untuk dibicarakan adalah tentang tujuan yang bagaimana 
yang harus dicapai dengan suatu pidana”.  
Sehubungan dengan masalah tersebut kiranya perlu disitir pendapat Plato dan 
Aristoteles yang mengatakan bahwa “Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah 
berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan”. 
Pandangan-pandangan seperti dimaksud, di dalam kepustakaan juga telah 
sering disebut orang sebagai paham modern mengenai pidana. Kemudian para penulis 
Hukum Pidana Indonesia memberikan pernyataan yang berbeda-beda terhadap tujuan 
hukum pidana itu seperti halnya : 
Wirjono Prodjodikoro 
“Tinjauan hukum pidana, ialah untuk memenuhi rasa keadilan”.4 
Tirta Amidjaja 
“Tujuan hukum pidana itu ialah untuk melindungi masyarakat”. 
Sianturi 
“Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan 
orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-
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 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana (Cet.I ;Bandung: Eresco, 1986) 
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kepentingann masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dan kejahatan 
atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-
wenang di lain pihak”. 5 
Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana 
tersebut di dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban. 
Sehubungan dengan hal ini Sianturididalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dI 
Indonesia memaparkan sebagai berikut. 
“Pada zaman sebelum Revolusi Pancasila misalnya ketika hukum pidana pada 
umumnya belum tertulis, dalam banyak hal baik buruknya atau dapat tidaknya 
dipidana suatu tindakan tergantung kepada kebijaksanaan Hakim sebagai alat 
dari Raja. 
Dalam banyak peristiwa terjadi kesewenangan-wenangan dari penguasa 
mengenai penentuan suatu tindakan yang dapat dipidana maupun mengenai 
jenis dan beratnya pidana, semikian juga mengenai pengajuannya.Bahkan 
kesewenangan-wenangan itu sering menjelma menjadi kekejaman atau 
kebuasan”. 
Lebih jauh, Sanksi dalam hukum pidana terdiri atas pidana (straf) dan 
tindakan (maatregel).Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan 
melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi 
kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi, secara teori, sukar dibedakan dengan 
cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan 
masyarakat dan memperbaiki terpidana. 
Seperti telah dikemukakan di muka, pidana tercantum secara limitatif di 
dalam pasal Pasal 10 KUHP.Jadi, semua sanksi yang berada di luar KUHP bukanlah 
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pidana.Hukuman administratif misalnya bukanlah pidana dalam arti hukum 
pidana.Begitu pula, tindakan bukanlah pidana walaupun berada di dalam hukum 
pidana. 
Perbedaan tindakan dengan pidana agak samar karena tindakan pun bersifat 
merampas kemerdekaan, misalnya memasukkan anak di bawah umur ke pendidikan 
paksa, memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa. Jenis tindakan yang lain 
ialah mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya.  
Tindakan di dalam KUHP terhadap anak di bawah umur ada dua 
kemungkinan : 
1 Mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara 
2 Menyerahkan kepada pendidikan paksa Negara.  
Bagi yang cacat mental atau sakit jiwa, dimasukkan ke rumah sakit jiwa 
paling lama satu tahun. 
Menurut Jonkers, tindakan memasukkan orang berpenyakit jiwa ke rumah 
sakit merupakan suatu tindakan yang bersifat semata-mata perdata.
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Di Nederland dikenal suatu jenis tindakan baru yang disebut ontrekking aan 
het verkeer (penarikan dari peredaran) yang disebut dalam Pasal 35 b Wetboek van 
Strafrecht (WvS) Netherland. Di situ disebutkan bahwa dengan putusan Hakim, suatu 
denda yang telah disita dapat ditarik dari peredaran:  
1. Dengan putusan hakim yang telah menyatakan seseorang telah 
melakukan suatu delik.  
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J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda (Cet. 1; Jakarta, 1987) 
8 
 
8 
 
2. Dengan putusan hakim berdasarkan Pasal 9a WvS tidak ada pidana 
yang dijatuhkan: 
Sebagaimana diketahui Pasal 9a WvS merupakan pasal sisipan yang 
menentukan bahwa seseorang dengan putusan hakim dapat dinyatakan 
terbukti telah melakukan delik yang didakwakan namun karena 
kecilnya arti perbuatan, keadaan pada waktu melakukan dan sesudah 
melakukan (ada penyesalan) maka tidak dijatuhkan pidana. Jadi, 
dalam hal itu benda yang telah disita (barang bukti) dapat di kenakan 
tindakan berupa penarikan dari peredaran. Pasal 9a yang biasa disebut 
pardon telah disalin juga ke Rancangan KUHP baru;  
3. Dengan putusan hakim tidak dengan putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan ditentukan, bahwa suatu delik telah dilakukan; 
4. Dengan penetapan hakim atas tuntutan penuntut umum,. Tindakan 
jenis ini mirip sekali dengan pidana tambahan berupa perampasan.
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Tindakan jenis ini dapat dikenakan bersama dengan pidana dan 
tindakan yang lain. 
Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentuk pada suatu titik 
pertentangan yang parodoksal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk 
melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa 
kepentingan orang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada 
narapidana. 
Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang 
terkenal dengan system penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai 
dengan system diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk 
golongan Indonesia (golongan bumi putera) yang pidana dengan kerja paksa 
(Staatblad 1826 No.16), sedangkan untuk golongan Eropa Belanda berlaku penjara. 
Pada tahun 1917 lahirlah regelemen penjara (Gestichken Reglement) yang tercantum 
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dalam Staatblad 1919 No. 708, tanggal 1 Januari 1918. Reglemen penjara tersebut 
menjadi dasar peraturan perlakuan narapidana dan cara pengelolaan penjara.
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Sejak Tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang 
dinamakan. Sistem Pemasyarakatan. System pemasyarakatan yang dicetuskan oleh 
Sahardjo pada tahun 1964 di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara 
yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan 
kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar 
menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Mustafayang mengutif pendapat 
dari Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana 
yang di dasarkan pada pandangan:  
1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia 
meskipun telah tersesat diperlakukan pada narapidana bahwa ia itu 
penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan 
diperlalukan sebagai manusia. 
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup 
diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga 
yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang. 
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi 
perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan 
mendapatkan upah untuk pekerjaannya. 
 
Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 178: 
                    
                      
                      
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 Marlina, Hukum Penetensier (Cet.1;Bandung :PT Refika Aditama,2011), h.123 
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      
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,  hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatukeringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. 
Barangsiapa yangmelampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih.(QS-. Al-Baqarah :178)
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Sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-
cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan 
masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang 
mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, 
menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:  
1. Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif. 
2. Berbahagia di dunia dan akhirat. 
 Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus 
terlebih dahulu dipahami yaitu: 
1. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat   
pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan. 
2. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam 
dan di luar Lembaga (intramural dan extramural). 
3. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para 
petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
serta anggota masyarakat umum.
10
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 Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan tersebut pemerintah 
berusaha menganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih 
mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai 
Pancasila dan UUD 1945, maka tanggal 30 Desember 1945 dibentuklah UU 
Pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 Pasal. 
 Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No.12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan 
adalah: 
 “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu 
antara Pembina,yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri 
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat 
hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung 
jawab.”11 
 
 Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 2 tersebut terlihat bahwa sistem 
pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan 
warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara 
terpadu antara Pembina yang dibina pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, 
memperbaiki 
12
diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. 
 Pernyataan tersebut mengambarkan bahwa unsur-unsur sistem 
pemasyarakatan adalah Pembina, (personil/staf Lembaga Pemasyarakatan), yang 
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dibina (narapidana) dan masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 
Tahun 1995  
 “menyatakan bahwa yang dimaksud pemasyarakatan adalah “Kegiatan 
untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
sistem, pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” 
 Sistem pemasyarakatan yang di selenggarakan dalam rangka membentuk 
warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan 
bertanggung jawab.. 
 Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 disebutkan bahwa yang 
dmaksud dengan “Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan 
manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan 
manusia dengan lingkungannya. 
 Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 tersebut 
dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, 
sebagaimana termasuk dalam pasal 5 UU No. 12 tahun 1995  menyatakan, bahwa: 
 “Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas : 
a. Pengayoman  
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan 
c. Pendidikan  
d. Pembimbingan  
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan, 
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g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
13
 
Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut maka secara 
tegas UU No. 12 Tahun 1995 tentang persyaratan mengatur tentang hak-hak yang 
memiliki oleh narapidana. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 menentukan bahwa: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan. 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 
e. Menyampaikan keluhan. 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak terlarang. 
g.  Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 
h. Menerima kunjungan keluarga penasihat hukum atau orang tertentu 
lainnya 
i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti, mengunjungi 
keluarga. 
j. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 
k. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku
14
. 
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah 
memperoleh pembebasan bersyarat.Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 ayat 2 
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang 
Asimilasi. Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan 
narapidana di luar Lembaga Permasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 
15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
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Berdasarkan penjelasan Latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
menelaah dan mengkaji mengenai ketentuan hukum Tinjuan yuridis pembebasan 
bersyarat Terpidana menurut PP No 99 Tahun 2012di Lembaga Permasyarakatan 
Kota Makassar. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 
dijadikan sebagai fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Peraturan hukum dan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat 
terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar; 
2.  Penerapan pembebasan bersyarat terpidana menurut PP No. 99 Tahun 2012 
di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar. 
Sehubungan dengan fokus penelitian di atas, maka akan dikemukakan 
deskripsi focus terhadap permasalahan sebagai berikut: 
Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana 
di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa 
pidananya minimal 9 bulan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahn 
sebagai berikut:  
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1. Bagaimana Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan mengenai 
Pembebasan Bersyarat Terpidana ? 
2. Bagaimana penerapan Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP No. 
99 Tahun 2012 di Lembaga Permasyarakatan Kota Makassar. ? 
D. Kajian Pustaka 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemidanaan Bersyarat 
Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana 
di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa 
pidananya minimal 9 bulan. 
Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga 
pemasyarakatan, yang: 
a. Setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pudana tersebut minimal 
9 bulan; 
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan 
terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; 
c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; 
dan  
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. 
Pembebasan Bersyarat yang berhak mendapatkan adalah setiap narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil (anak yang atas permintaan orang 
tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di lembaga 
pemasyarakatan anak paling lama sampai umur 18 tahun.Khusus untuk pembebasan 
bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-
kurangnya 1 tahun. 
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2. Pidana dan Pemidanaan 
Menurut sejarah, istilah”pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan 
Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), “Sekalipun dalam pasal IX-XV masih tetap dipergunakan 
istilah hukum penjara”. 
Pengunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian 
yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, 
pemidanaan, penjatuhan, hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. 
Sebelum mengenal arti “pidana” terlebih dahulu mengerti akan pengertian 
hukum pidanaitu sendiri. Sebagian besar para ahli hukum berpendapat bahwa hukum 
pidana adalah “kumpulan” aturan yang mengandung larangan dan akan 
mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum 
pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, “akan 
tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya bahwa “ hukum pidana tidak 
mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman 
pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka”. 15 
Menurut Bambang Waluyo, lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan 
bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang 
dikehendaki undang-undang adalah cepat, jujur, sederhana, dan biaya ringan. 
Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil. 
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Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana 
kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu 
berjalan sesuai asas peradilan, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap 
sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.
16
 
3. Lembaga Pemasyarakatan  
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah suatu tempat yang dahuku dikenal 
dengan sebutan rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah di 
jatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. 
Sebutan Lembaga Pemasyarakatan merupakan gagasan dari dokter Sahardjo 
yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.Gagasan tersebut merupakan 
alasan dokter Sahardjo untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang 
tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk 
membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, 
mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan 
nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Kepmenkeh, RI Nomor M-01-Pt-07-03 Tahun 1985 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.Lembaga 
Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut Lapas adalah unit 
pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan Penelitian sebagai berikut: 
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1. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Hukum dan Perundang-
undangan mengenai Pembebasan Bersyarat Terpidana; 
2. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan Pembebasan Bersyarat 
Terpidana Menurut PP No. 99 Tahun 2012 di Lembaga Permasyarakatan 
Kota Makassar. 
Sedangkan kegunaan penelitian Skripsi ini adalah: 
1. Kegunaan Teoritis 
Dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah 
pengetahuan serta wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana saat ini, 
khususnya dalam hal pembebasan bersyarat terpidana menurut PP Nomor 99 Tahun 
2012. 
2. Kegunaan Praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi para 
praktisi hukum, terpidana dan peneliti selanjutnya, serta masyarakat berkaitan dengan 
pembebasan bersyarat terpidana. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Ketentuan Pembebasan Bersyarat Terpidana 
Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam Wetboek Van Strafrecht 
(WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang 
merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai 
Ordonnantie Op De Voorwaardelifke InvrjheidsmStelling. 
Dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan 
tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan., menegaskan bahwa setiap 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapat 
pembebasan bersyarat.  
 Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan 
syarat:  
1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) masa pidana 
tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; 
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 
(Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) 
masa pidana; 
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 
bersemangat; dan 
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.1 
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Lebih lanjut, pemberian bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, 
korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan transnasional 
terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 43 ayat 2 juga harus memenuhi persyaratan: 
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 
b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, 
dengan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling 
sedikit 9 (Sembilan) bulan; 
c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa 
pidana yang wajib dijalani; dan 
d. Telah menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang 
menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 
1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara   
2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing. yang dipidana 
karena melakukan tindak pidana terorisme. 
 Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang 
dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pada aturan pelaksanaan 
yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. 
Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk 
mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidanan. 
Pasal 15 KUHP : 
1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara 
yang dijatuhkkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, 
maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus 
menjalanai bebrapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu 
pidana. 
2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa 
perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa 
percobaan. 
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3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang 
belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan 
yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. 
Pasal 15a KUHP : 
1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak 
akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. 
2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khsuus mengenai kelakuan 
terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragaman dan 
kemerdekaan berpolitik. 
3.  Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat 
tersebut dalam pasal 14d ayat 1. 
4. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang 
semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. 
5. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat 
diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan 
khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada 
oarng yang semula diserahi. 
6. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat 
syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalaam ayat 
di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru. 
Pasal 15b KUHP 
1. Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan 
hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di 
atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan peelpasan bersyarat 
tersebut untuk sementara waktu. 
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, 
tidak waktu pidananya. 
3. Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat 
dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana 
dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan 
berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat 
masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut 
dalam waktu tiga bulan stelah putusan menjadi tetap nerdasarkan 
pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa 
percobaan. 
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Maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 
Republik Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang 
telah ditentukan Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut diatas dapat 
dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat. Dalam hal tersebut 
terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan 
jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbatan yang 
dapat dihukum. 
Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi 
dua dari pertiga masa  pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP,dalam Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimiliasi. 
Cara menjelang bebas dan pembebasan bersyarat : 
1. Syarat Substansif 
a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang 
menyebabkan dijatuhi pidana. 
b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif. 
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan 
bersemangat. 
d. . Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang 
bersangkutan 
e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat 
hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir. 
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f. Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah 
dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketemtuan 2/3 tersebut tidak 
kurang dari 9 bulan.
2
 
2. Administratif 
a. Salinan surat keputusan pengadilan 
b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan 
tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya. 
c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Linmas) dari balai permasyarakatan 
tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat 
sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana. 
d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggraran tata tertib 
yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala 
leembaga permasyarakatan. 
e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi 
dan lain-lain dari kepala lembaga permasyarakatan. 
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, 
seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengsn diketahui 
oleh pemerintah daerah setempat serendah-serendahnya lurah atau kepala 
desa. 
g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dkter bahwa narapidana 
sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog 
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dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas 
atau rumah sakit umum. 
h. Bagi narapidana atau anak pidana WNA (warga Negara asing ), diperlukan 
syarat tambahan : 
i. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat Negara orang 
asing yang bersangkutan. 
i.   Surat rekomendasi  dari Kepala Kantor Imigrasi setempat. 
Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan 
bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang 
berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat. 
Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP sebagi berikut : 
1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul 
atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan 
setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum 
menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang 
tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. 
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam 
pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah 
mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus 
ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat. 
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat 
dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan 
bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan 
yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal 
yang melanggra syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera 
memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman. 
4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul 
dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan 
bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai 
dari tahanan. 
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Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang 
bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat 
tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut. Semua 
tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam 
Ordonasi Pembebasan Bersyarat Tanggal 27 Desember 1917, Staatblad tahun 1919 
Nomor 744. 
B. Praktek Pembebasan Bersyarat Terpidana 
 
Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan cuti 
bersyarat, cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan (kecuali anak sipil) yang telah selesai 
menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan 
pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya. 
Ada beberapa pengertian tentang Cuti Menjelang Bebas, antara 
lain:MenurutKeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PK.04-10 
Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas, 
yang menyatakan bahwa : cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar 
Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa 
masa pidana yang pendek. 
Pengertian pembebasan bersyarat adalah Pembebasan bersyarat adalah proses 
pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah 
menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 
(sembilan) bulan.  
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Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan 
narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk 
berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan 
bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur 
dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga 
pemasyarakatan.  
Selain itu ada pengertian tentang Pembebasan Bersyarat, yaitu : Pembebasan 
bersyarat menurut Pasal 15 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa : orang yang 
dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga 
bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari 
pada itu. Pembebasan bersyarat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa : Pembebasan bersyarat adalah proses 
pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-
kurangnya 2/3 (duapertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan perintah sepuluh wajib 
pemasyarakatan. Perintah ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga binaan. 
Substansi dari sepuluh wajib pemasyarakatan itu adalah menjunjung tinggi hak warga 
binaan pemasyarakatan, bersikap welas asih dan tidak menyakiti, adil, menjaga 
rahasia, memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat, menjaga kehormatan dan 
menjadi teladan, waspada dan peka terhadap ancaman, sopan dan tegas, serta 
menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan.  
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Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. 
Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi, pembenahan, perlakuan 
(perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar 
diarahkan kepada individu narapidana. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan 
tersebut Sneca seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni 
nemo prudens puint quia peccatum est, sed ne peccetur, yang artinya adalah tidak 
layak orang memidana karenatelah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar 
tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.  
Beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi 
Narapidana, salah satunya adalah : Orang yang tersesat harus diayomi dengan 
memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.  
Pejabat yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang 
bebas dan cuti bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti 
Bersyarat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti 
Bersyarat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Pembebasan 
Bersyarat.
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C. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinjaun yuridis pembebasan 
bersyarat Terpidana menurut 
PP No 99 Tahun 2012 (Studi 
kasus di Lembaga 
Permasyarakatan Kota 
Makassar Tahun 2012-2014) 
 
 Terciptanya sistem 
pemidanaan yang 
berkeadilan; 
 Terciptanya Mekanisme 
Pembebasan Bersyarat 
yang sesuai dengan 
ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku. 
 Undang-undang dasar tahun 
1945; 
 Undang-undang nomor 8 
Tahun 1981 tentang kitab 
undang-undang Hukum 
Pidana; 
 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan 
 PP Nomor 99 Tahun 2012 
tentangPembebasan Bersyarat. 
 
 Mewujudkan Sistem Pembebasan bersyarat bagi terpidana yang 
sesuai dengan aturan yang ada. 
 Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang harmonis dan 
berkeadilan. 
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BAB III 
        METODOLOGI PENULISAN 
A.  JenisPenelitian dan Lokasi Penilitian 
Penelitian ini bersifat kajian pustaka (Library research) dan penelitian 
lapangan (field research).Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan 
metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancaraMetodologi penulisan 
kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literatur 
bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan 
darinya.Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota 
Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan 
Undang-undang (statute approach).Secara yuridis dengan mengkaji peraturan 
perundangan-undangan yang berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat Terpidana. 
C. SumberData 
Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai 
kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan.Data sekunder yaitu data 
yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-karangan ilmiah yang 
berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat Terpidana.dan data Tersier. 
a. Bahan Hukum Primer 
1) Undang-Undang  Dasar Tahun 1945; 
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2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang 
Hukum Pidana; 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan; 
4) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bersyarat. 
 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 
mengenai Pemberian Pembebasan Bersyarat Terpidana. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan 
pengertian atas bahan hukum lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai 
literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan 
berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media 
internet. 
E. Instrumen Penelitian 
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang 
disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan, 
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observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi data dari Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Makassar. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan 
direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan 
secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis 
pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.Dapat 
dikatakan juga bahwa LAPAS adalah meruapakan sarana pembinaan narapidana 
dalam sistem pemasyarakatan.Adapun yang dimaksud dengan “Pembinaan 
Narapidana” adalah sebagai berikut. 
“Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini.Dirjen Pemasyarakatan 
Depkeh) untuk memperbaiki kembali tingkah laku pelanggaran hukum yang 
dilakukan.Adapun tujuannya adalah agar narapidana itu menjadi bertobat sehingga 
setelah selesai menjalani masa pidana ia tidak lagi mengulangi perbuatannya dan 
dapat menjadi warga Negara yang taat kepada norma-norma hukum yang berlaku”. 
Pembinaan itu khususnya memberikan bimbingan atau didikan kepada 
narapidana agar sekembalinya mereka dari Lembaga Pemasyarakatan:  
1) Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi 
2) Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif  
3) Berbahagia di dunia dan akhirat. 
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Lebih lanjut, Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar bertempat di 
Makassar Sulawesi Selatan, Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. 
Lembaga Pemasyarakatan yang berkapasitas hunian 750 orang. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar memiliki luas lahan 94.069 
meter persegi dengan luas bangunan 29.610 meter persegi. 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Kota Makassar 
yaitu: 
Visi 
 Terwujudnya Lapas Klas 1 Makassar tangguh dalam pembinaan 
 Terwujudnya Lapas Klas 1 Makassar prima dalam pelayanan 
 Terwujudnya Lapas Klas 1 Makassar unggul dalam pengamanan 
Misi 
 Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib 
menuju tercapainya warga binaan berakhlak mulia, serta berguna bagi 
keluarga, bangsa dan Negara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
Bagan Organisasi Lapas Klas 1 Makassar 
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Penulis dalam hal ini memfokuskan kepada fungsi dan tanggung jawab bidang 
pembinaan, mengingat materi dan sub materi yang dikemukakan dalam tulisan ini 
terkait dengan tata laksana permasyarakatan di bidang pembinaan terhadap Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP), adapun tugas dari bidang pembinaan berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01,-PR.07.03 Tahun 1985 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia, pada Pasal 10 menentukan bahwa: 
“Bidang Pembianaan narapidana  mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 
pemasyarakatan narapidana” 
Pada Pasal 11 ditentukan bahwa penyelenggaraan tugas Pembina narapidana 
mempunyai fungsi: 
a. Melakukan registrasi dan membuat statistic serta dokumentasi sidik jari 
narapidana. 
b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan. 
c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. 
Pada Pasal 12, ditentukan bahwa bidang Pembinaan terdiri  dari: 
a. Seksi Registrasi 
b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan  
c. Seksi Perawatan Narapidana. 
Pada Pasal 13, ditentukan bahwa: 
1. Seksi registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat 
statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana. 
2. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimibingan 
dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan 
pengetahuan asimilasi, cuti, pelepasan narapidana. 
3. Seksi perawatan narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan 
memberikan perawatan bagi narapidana. 
Program dan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Klas 
1 Makassar. 
Pembinaan Kepribadian di Lapas Klas 1 Makassar, meliputi: 
1. Pemberantasan Buta huruf Al-Quran  
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2. Pengajian dasar Islam 
3. Ibadah Shalat berjamaah di Masjid  
4. Ibadah dan pendalaman Al-Kitab di Gereja khusus Nasrani 
5. Ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan bagi pemeluk agama hindu, budha, 
dan aliran kepercayaan. 
6. Penyuluhan tentang bahaya HIV dan Narkoba 
 
Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Makassar, meliputi: 
1. Pemberantas buta huruf  
2. Belajar paket A,B, dan C 
3. Seni budaya (Qasidah, Tilawah Quran) 
4. Olahraga (volley, tenis meja, bulu tangkis, takraw) 
 
Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program berdasarkan 
pengamatan penulis dua tahun terkahir sejak tahun 2009-2010 sampai dengan tahun 
ketiga 2011, dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 509 orang 
Februari 2011, 479 orang yang beragama Islam, 30 orang yang beragama Nasrani. 
Aktivitas ibadah dan pengajian agama baik yang beragama Islam, Nasrani, Hindu, 
Budha dan aliran kepercayaan belum maksimal. 
Begitu juga aktivitas belajar paket A,B,C belum maksimal, banyak yang telah 
terdaftar tetapi mereka tidak semuanya masuk belajar, petugas Pembina tidak 
memiliki daya paksa apalagi melakukan kekerasan untuk mengarahkan WBP untuk 
mengikuti program yang ada, oleh karena itu penegakan aturan disiplin perlu dibuat 
dan dilaksanakan dengan komitmen kuat oleh pihak Lapas, seharusnya WBP yang 
tidak mengikuti program Lapas diberi sanksi untuk ditunda atau diusulkan remisi, 
asimilasi, PB, CMB, CB, dan CMK.  
 Adapun pelaksanaan Asimilasi, PB, CMB, CB, CMK pada tahun 2012-2014 
sebagai berikut: 
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Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan 
Asimilasi, CMK, CB, CMB, dan PB selama tahun : 2012 
 
 
 
 
NO PROSES 
PEMBINAAN 
BULAN KETERANGAN 
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES JUMLAH 
1 ASIMILASI - 16 - - 9 - - - - - - 15 40 
2 C.M.K - - - - - - - - - - - - - 
3 C.B - - - 1 3 5 1 2 3 - - - 15 
4 C.M.B - 1 1 - 1 1 - 1 7 - 1 5 18 
5 P.B 7 5 15 4 12 3 18 8 1 13 11 29 127 
TOTAL 200 
 
Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan 
Asimilasi, CMK, CB, CMB, dan PB selama tahun : 2013 
 
NO PROSES 
PEMBINAAN 
BULAN KETERANGAN 
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES JUMLAH 
1 ASIMILASI 13 - - - - - - - 10 13 - - 36 
2 C.M.K - - - - - - - - - - - - - 
3 C.B 1 2 3 2 2 - 1 5 5 1 1 3 26 
4 C.M.B - - - - 1 1 - 1 - 1 - - 4 
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5 P.B 7 15 10 1 8 15 12 22 32 9 25 8 164 
TOTAL 230 
 
Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan 
Asimilasi, CMK, CB, CMB, dan PB selamatahun :2014 
 
NO PROSES 
PEMBINAAN 
BULAN KETERANGAN 
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES JUMLAH 
1 ASIMILASI - - 6 - 13 - - 8 - 5 4 - 36 
2 C.M.K - - - - 2 1 - - - - - 2 5 
3 C.B 1 2 4 1 - - 1 - 3 3 5 - 20 
4 C.M.B - - - - - - - 1 - 2 2 - 5 
5 P.B 7 14 5 7 15 12 21 14 33 10 17 10 165 
TOTAL 231 
 
Dari data di atas Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh PB, CMB, 
CB, CMK masih ditemukan belum mampu baca tulis, aktivitas ibadah dan bekal 
materi agama yang masih kurang, yang dimungkinkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan itu dapat mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi jika pengusulan 
permintaan PB, CMB, CB, CMK tersebut tidak diberikan akan dianggap kinerja 
Lapas dalam pembinaan kurang maksimal.
1
 
                                                             
1
Andi Moh Hamka,”Strategi Peningkatan Kualitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan 
Pemasyarakatan dalam Tata Laksana Pemasyaraktan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar” 
(Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sarjana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1, Makassar, 16 Juli 2015, h 8-10. 
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Lembaga Pemasyarakatan mengenai adanya tiga unsur pokok penting dalam 
pembinaan narapidana yaitu: 
(1) Unsur Narapidana itu sendiri 
 Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pertama untuk melaksanakan 
pembinaan narapidana. Dan untuk mencapai terciptanya hubungan baik antara dan 
masyarakat pembinaanya dilaksanakan melalui tahap-tahap: 
a) Tahap admisi, Orientasi dan Observasi  
 ADMISI adalah penerimaan pertama kali seseorang masuk kedalam 
Lembaga Pemasyarakatan, ORIENTASI adalah pengenalan di dalam suasana 
dan lingkungan di mana narapidana menempuh hidup serta di didik dan dibina 
di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan OBSERVASI adalah mencari data 
pribadi secara lengkap dari narapidana, di dalam proses ini diberi penjelasan 
serta tugas dan wewenangnya. 
Di dalam proses ini Tim Pengamat Pemasyarakatan memantau dan 
mengambil keputusan untuk melakukan pembinaan selanjutnya, yaitu,  
1) Penempatan.  
2) Penempatan sendiri-sendiri atau bersama-sama.  
3) Pemberian pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 
4) Pendidikan yang berhubungan dengan jasmani dan rohani.  
Tahanan ini adalah tahapan penyempurnaan dan merupakan tahapan yang 
penting.Hasil dari tahapan ini dapat sewaktu-waktu diajuan ke sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan. 
b) Tahap Asimilasi  
 
 
40 
 
Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung ½  dari 
masa pidananyayang sebenarnya serta apabila menurut Tim Pengamat 
Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun 
secara mental dan dari segi keterampilan, kemudian narapidana diperbolehkan 
asimilasi dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. 
Pembinaan ini dapat berupa : 
1) Mengadakan hubungan surat menyurat dengan keluarga atau kerabat  
2) Mendapatkan kunjungan dari para keluarganya atau kerabatnya. 
3) Mengadakan olah raga bersama masyarakat  
4) Diberi izin untuk ikut bekerja diluar Lembaga Pemasyarakatan. 
5) Melaksanakan ibadah di luar Lembaga Pemasyarakatan  
c) Tahap Integrasi 
Jika tahap pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung 2/3 
(dua per tiga) masa pembinaan terhadap narapidana sudah hamper selesai. Pada tahap 
ini para narapidana mulai dimasyarakatkan kembali dengan diberikan pembinaan 
selanjutnya dalam bentuk : 
1) Pre Release Treatment, yaitu pemberian izin hidup di luar tembok 
Lembaga Pemasyarakatan menjelang di mana ia memperoleh masa bebas. 
2)  Voorwaardelijke Invrijheidstelling, atau pembebasan bersyarat dengan 
persyaratan cukup ketat yaitu sebagaimana persyaratan cuti menjelang 
bebas di atas. 
3) Izin luar biasa, yaitu izin berdasarkan alas an-alasan tertentu misalnya 
kematian keluarga, menengok keluarga yang sakit keras, ataupun menjadi 
wali pernikahan serta pembagian warisan. 
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(2) Unsur Petugas LAPAS 
Dengan tidak membeda-bedakan narapidana penghuni Lembaga 
Pemasyarakatan atau klasifikasinya, petugas harus melayani secara wajar. 
Persiapan-persiapan untuk menjadi petugas dari Lembaga Pemasyarakatan 
sangat menuntut keuletan, hal ini dikarenakan petugas harus memiliki sifat-sifat 
sebagai berikut. 
a) Sebagai Guru berarti harus tahu tentang pengetahuan sistim 
pemasyarakatan, ilmu jiwa, budi pekerti (tingkah laku sehari-hari) baik. 
b) Sebagai Orangtua, berarti harus memberikan perlindungan, memberikan 
pengayman, bertindak tenang dalam menghadapi persoalan, berindak adil 
terhadap narapidana, menjaga kewibawaan, dan lain-lain. 
c) Sebagai Pembina, berarti harus dapat bertindak menimbulkan semangat 
kerja dan kemampuan melihat hari depan pada diri narapidana 
(sehinggalahirlah kesadaran atas kekurangan-kekurangan dan 
kekeliruannya), kesadaran atas tugas sucinya walaupun berat harus selalu 
didassarkan pada rasa pengabdian. 
d) Sebagai Penjaga, harus mempunyai fisik sehat serta memiliki sekedar 
kemamplauan bela diri yang sempurna dan berguna, selain untuk 
mengatasi  kejadian-kejadian fisik di Lembaga Pemasyarakatan juga untuk 
menanamkan rasa harga diri yang tinggi sehingga senantiasa bermental 
tinggi. 
(3) Unsur Masyarakat  
Narapidana adalah merupakan anggota masyarakat yang dikarenakan telah 
melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka untuk sementara waktu 
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dipisahkan dari masyarakat dan ditempatkan di bawah asuhan, didikan dan 
pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.Oleh karena mereka adalah anggota 
masyarakat maka sudah barang tentu pada suatu saat manakala telah selesai menjalani 
hukuman harus kembali ke masyarakat lagi. 
Tercapai atau tidaknya missi petugas Negara untuk mengembalikan ex 
narapidana ke lingkungan masyarakat tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha-
usaha pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan termasuk pula 
dari kita semua (baik narapidana, petugas LAPAS, maupun masyarakat yang akan 
menerimanya kembali). Untuk itu, maka dalam rangka mempersiapkan masyarakat 
agar supaya dapat menerima ex narapidana yang telah menjalani masa hukumannya 
maka masyarakat diberikan pengertian mengenai makna yang terkandung dari 
Lembaga Pemasyarakatan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat 
berkesinambungan. 
B. Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan Mengenai Pembebasan 
Bersyarat Terpidana 
Pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu: 
1. Pembebasan Bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana 
penjara di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur di 
dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang 
pengaturannya lebih lanut telah diatur di dalam Ordonansi tanggal 27 
Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal 
sebagai Ordonantie op de voorwaardelijkeinvrijheidsstelling atau 
Peraturan mengenai Pembebasan Besyarat; 
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2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan 
di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan Negara seperti yang 
dimaksud di dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari 
Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 
741 yang juga dikenal sebagai Dwangopvoeding Regeling atau 
peraturan mengenai Pendidikan paksa, dan yang pengaturannya lebih 
lanjut telah diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 dari 
Ordonansi yang sama. 
 
Di atas telah dikatakan bahwa pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk 
menjalankan pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur di dalam 
Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP. 
 Oleh karena itu, di dalam praktik orang dapat menjumpai berbagai terjemahan 
yang berbeda-beda dari bunyi rumusan pasal-pasal KUHP di atas, agar para pembaca 
dapat memperoleh kepastian tentang apa yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh 
pembentuk undang-undang di dalam pasal-pasal tersebut, berikut ini penulis akan 
menyajikan bunyinya beberapa pasal atau ayat-ayat KUHP dalam bentuknya yang 
asli di dalam bahasa Belanda. 
Pasal 15 KUHP berbunyi sebagai berikut. 
1) Orang yang dpidana dengan dengan pdana penjara dibebeaskan 
dengan syarat, jika dua pertiga dari masa pidananya sebenarnya dan 
sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa pidanatersebut telah 
dijalankan. Dalam hal terpidana harus menjalankan beberapa pidana 
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penjara secara berturut-turut, maka untuk maksud ini semua pidana 
dipandang sebagai satu pidana. 
2) Pada pembebasan dengan syarat tersebut, ditetapkan satu masa 
percobaan bagi terpidana dan ditentukan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaab. 
3) Masa percobaan adalah satu tahun lebih lama dari sisa masa pidana 
yang sebenarnya dari terpidana. Untuk menentukan masa percobaan 
tersebut tidak ikut diperhitungkan, yaitu waktu selama terpidana telah 
dirampas kemerdekaannya secara sah. 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM
2
 secara 
resmi telah menerjemahkan bunyi Pasal 15 KUHP tersebut sebagai berikut: 
1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus sembilan 
bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus 
menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu 
pidana. 
2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula suatu masa 
percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa 
percobaan. 
3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang 
belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan 
yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. 
                                                             
2
BPHN, KUHP, terjemahan resmi, hal. 20 
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 Beberapa hal yang perlu dicatat mengenai penerjemahan dari bunyi Pasal 15 
KUHP oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di atas adalah sebagai berikut. 
a. BPHN telah mengantikan perkataan pembebasan yang sebenarnya telah 
ingeburgerd di dalam hukum pidana atau yang telah umum dan biasa 
dipakai di dalam hukum pidana dengan perkataan pelepasan tanpa 
menyadari bahwa perkataan tersebut dapat menimbulkan salah tafsir, 
terutama bagi orang awam. 
b. Karena perkataan pelepasan tersebut memang tidak lazim digunakan di 
dalam hukum pidana, maka tampak pada kita bahwa BPHN sendiri telah 
mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Di dalam ayat (1) BPHN 
telah mengunakan perkataan mengenakan pelepasan, sedang dalam ayat 
(2) ia telah mengunakan perkataan memberikan pelepasan. 
c. Dalam alinea kedua dari rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHP, BPHN telah 
mengunakan perkataan beberapa pidana berturut-turut untuk 
menerjemahkan perkataan meerdere gevangenisstraffen achtereenvolgens, 
yang sebenarnya harus diterjemahkan dengan perkataan beberapa pidana 
penjara secara berturut-turut 
Dalam alinea kedua dari rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHP, BPHN telah 
mengunakan perkataan beberapa pidana berturut-turut untuk menerjemahkan 
perkataan meerdere gevangenisstraffen achtereenvolgens, yang sebenarnya harus 
diterjemahkan dengan perkataaan beberapa pidana penjara secara berturut-turut. 
Mengenai sudah lazimnya perkataan pembebasan itu digunakan orang di 
dalam hukum pidana, kiranya kita dapat melihat pada rumusan-rumusan di dalam 
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Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 (2) huruf b KUHP, dan 
lain-lain. 
Dari rumusan Pasal 15 (1) KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dapat 
dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah, orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi 
dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka 
jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya 
adalah sembilan bulan. 
Ini tidak berarti bahwa setiap orang terpidana, yang oleh hakim telah dijatuhi 
dengan pidana penjara dapat dibebaskan secara bersyarat, karena menuntut ketentuan 
di dalam Pasal 55 dari ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 
Nomor 708, yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu ternyata hanya orang-orang 
yang sedang menjalankan pidana penjara, yang di dalam lembaga pemasyarakatan 
telah digolongkan dalam golongan orang-orang terpidana kelas tiga saja. 
Pasal 15a KUHP menentukan sebagai berikut. 
1) Pada pembebasan bersyarat, terpidana terikat pada syarat umum bahwa ia 
tidak akan melakukan sesuatu tindak pidana atau dengan sesuatu cara 
yang lain akan berperilaku secara tidak baik. 
2) Pada pembebasan bersyarat tersebut juga dapat ditetapkan syarat-syarat 
khusus yang berkenaan dengan perilaku dari terpidana, asalkan syarat-
syarat itu tidak membatasi kebebasannya untuk beragama dan menurut 
tata Negara. 
3) Untuk melakukan pengawasan terhadap terpenuhnya syarat-syarat di atas, 
ditugaskan pejabat sepeeti yang diimaksud di dalam Pasal 14d ayat (1). 
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4) Agar syarat-syarat tersebut benar-benar dipenuhi, dapat dilakukan suatu 
pengawasan yang sifatnya khusus, yang semata-mata dimaksudkan untuk 
memberikan bantuan dan dukungan kepada terpidana. 
5) Selama masa percobaan dapat diadakan perubahan pada syarat-syarat 
yang telah ditetapkan atau syarat-syarat tersebut dapat ditiadakan, dapat 
juga ditetapkan syarat-syarat yang baru, dapat ditetapkan agar dilakukan 
suatu pengawasan yang khusus ataupun menyerahkan pengawasan khusus 
yang telah dilakukan kepada orang lain. 
6) Kepada orang-orang yang dibebaskan secara bersyarat diberikan surat izin 
cuti, di dalam surat izin cuti itu dituliskan semua syarat-syarat yang telah 
ditetapkan bagi terpidana. Dalam hal diberlakukan ketentuan seperti yang 
dimaksudkan dalam ayat terdahulu, maka kepada terpidana diberikan surat 
izin cuti yang baru.
3
 
Dari rumusan di atas yang perlu mendapat penjelasan adalah mengenai 
bunyinya rumusan Pasal 15a ayat (2) KUHP, sehingga penulis merasa perlu untuk 
mengemukakan bunyi rumusan masalah Pasal 15a ayat (2) KUHP tersebut dalam 
bentuknya yang asli di dalam bahasa Belanda, yang berbunyi sebagai berikut. 
Prof Moejatno
4
 telah menerjemahkan bunyi rumusan Pasal 15a ayat (2) 
KUHP tersebut sebagai berikut. 
(2). Selain itu juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai 
kelakuan terhukum, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan 
kemerdekaan politik baginya. 
                                                             
3
 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Cet.2;Jakarta : Sinar 
Grafika, 2012), h.234 
 
4 Moeljatno, KUHP,hal. 29. 
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Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM 
5
telah 
menerjemahkan bunyi rumusan masalah Pasal 15a ayat (2) KUHP tersebut sebagai 
beriut. 
(2). Selain itu juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai 
kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan 
kemerdekaan berpolitik. 
Dari penerjemah-penerjemahan di atas dapat diketahui bahwa:  
a. perkataan staatkundige vrijheid itu telah diterjemahkan oleh kedua 
penerjemah tersebut dengan perkataan kemerdekaan politik atau 
kemerdekaan berpolitik, dan 
b. perkataan beperken itu telah mereka terjemahkan dengan perkataan 
mengurangi. 
Perkataan verjihed sendiri mereka terjemahkan secara berbeda-beda. 
Perkataan vrijheid di dalam Pasal 15 KUHP telah mreka terjemahkan dengan 
perkataan pelepasan, sedang perkataan yang sama di dalam Pasal 15a KUHP telah 
mereka terjemahkan dengan perkataan kemerdekaan. 
Menurut hemat penulis, perkataan staatkundige vrijheid yang sebenarnya 
berarti kebebsan menurut tata Negara
6
 adalah tidak dapat apabila harus diterjemahkan 
engan perkataan kemerdekaan politik attau kemrdekaan berpolitik, karena apabila 
yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang adalah kemerdekaan politik atau 
kemerdekaan berpolitik, maka pastilah pembentuk undang-undang telah menuliskan 
perkataan politicked an bukan staatkundige vrijheid di dalam rumusan Pasal 15a ayat 
(2) KUHP. 
                                                             
5 BPHN, KUHP, terjemahan resmi, hal. 20. 
6 Engelbrecht, De Wetboeken, hal. 1390 
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Walaupun benar bahwa Hakim-Hakim tidak boleh menetapkan sebgai suatu 
syarat khusus, yaitu misalnya melarang terpidana untuk memauki sesuatu partai 
politik tertentu,
7
 tetapi kemerdekaan terpidana menurut tata Negara bukan hanya 
berupa kemerdekaan untuk memasuki partai politik tertentu saja, melainkan juga lain-
lain kebebasan yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar, misalnya untuk 
mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan 
pendapat secara lisan atau secara tulisan atau untuk mendapat pengajaran. 
Perkataan beperken mempunyai arti yang lain dari perkataan mengurangi, 
karena perkataan yang terdahulu sebenarnya berarti membatasi sedang perkataan 
yang terakhir itu di dalam bahasa Belanda adalah verminderen. 
Pentingnya Lembaga Pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan 
yang ditetapkan oleh Hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya 
merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dan kehidupan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatn dengan semua peraturannya yang sangat keras ke kehidupan yang 
bebas di luar Lembaga Pemasyarakatan. Di luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut 
terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan 
berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sessuai dengan 
kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang bekas narapidana, dan harus 
berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan linkungannya yang baru atau dengan 
keadaan dari lingkungannya yang sama yang telah berubah selama ia menjalankan 
pidananya di dalam Lembaga Permasyarakatan. 
                                                             
7Hazewinkel-Suringa, Inleiding, hal. 382 
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Adanya perbaikan diri pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
terhadap pentingnya suatau masa peralhan seperti dimaksudkan di atas; mengingatkan 
kita pada praktik pembebasan bersyarat yang telah sejak lama dikenal di dalam penal 
servitude di Negeri Inggris, dan yang dalam pelaksanaannya yang bersifat progresif 
itu; di sana orang mengenal apa yang disebut Lembaga Penempatan di bawah suatu 
parole, yang pada hakikatnya merupakan conditional release from parole atau suatu 
pembebasan secara bersyarat dari rumah penjara. 
Seperti yang telah dijelaskan di dalam Subbab D Bab 1 dari tulisan ini, 
Lembaga Pemasyarakatan di bawah suatu parole itu merupakan tahap ketiga dari 
penal servitude yang berlaku di Inggris, yakni tahap pembebasan bersyarat setelah 
seseorang terpidana selesai menjalankan tiga perempat dari masa pidana, masing-
masing pada tahap pertama di dalam probation dan pada tahap kedua di dalam public 
work prison. 
Pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbentuk pada tahun 1881, 
ketentuan yang mengatur masalah pembebasan bersyarat di dalam KUHP hampir 
sepenuhnya sama dengan ketentuan yang mengatur masalah penempatan di bahwa 
suatu parole di dalam penal servitude Inggris, di mana telah ditentukan bahwa yang 
dapat dibebaskan secara bersyarat hanya orang-orang yang telah dijatuhipidana 
penjara, yang telah menjalankan tiga perempat dari masa pidana mereka, dan tiga 
perempat dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah tiga tahun. 
Menurut Menteri Kehakiman Belanda, dimasukkannya ketentuan mengenai 
pembebasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada mulanya 
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hanyalah merupakan suatu proefneming satu suatu percobaan
8
, yakni untuk 
mengetahui apakah ketentuan tersebut ada manfaatnya atau tidak bagi pengembalian 
seorang terpidana ke dalam masyarakat. 
Baru kemudian, yaitu Undang-Undang tanggal 12 Juni 1915, Staatsblad 
Tahun 1915 Nomor 247, ketentuan mengenai pembebasan bersyarat itu telah diubah, 
sehingga yang dapat dibebaskan secara bersyarat dari rumah penjara itu adalah orang-
orang yang oleh Hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara, yakni apabila mereka 
telah menjalankan dua pertiga dari masa pidananya di dalam rumah penjara, dan dua 
pertiga dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan. 
Mengenai lamanya masa percobaan yang dapat ditetapkan oleh Hakim itu pun 
sejak tahun 1886, yaitu sejak Wetboek van Strafrecht diberlakukan di Negara Belanda 
telah dua kali mendapatkan perubahan. Pada waktu Wetboek van Strafrecht mulai 
diberlakuakan di Negeri Belanda, lamanya masa percobaan adalah sama dengan sisa 
masa pidana yang sebenarnya dari masa pidana yang telah dijalankan oleh terpidana. 
Dengan Undang-Undang tanggal 12 Juni 1915, lamanya masa percobaan tersebut 
telah diubah menjadi sama dengan sisa masa pidana yang sebenarnya dari masa 
pidana yang telah dijalankan oleh terpidana, tetapi sisa masa pidana itu sekurang-
kurangnya haruslah satu tahun. Akhirnya dengan Undan-Undang tanggal 25 Juni 
tahun 1929 lamanya masa percobaan telah diubah menjadi satu tahun lebih lama dari 
sisa masa pidana yang sebenarnya dari terpidana, di mana waktu selama terpidana 
sebelum menjalankan pidana penjaranya telah dikenakan suatu penahanan sementara 
atau karena terpidana harus menjalankan pidana kurungan atau pidana penjara karena 
                                                             
8 Smidt, Geschiedenis I, hal. 277 
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tindak pidana yang lain itu, tidak ikut diperhitungkan untuk menetapkan lamanya 
masa percobaan yang bersangkutan. 
9
 
Siapakah yang sebenarnya berwenang untuk memutuskan agar seseorang 
yang sedang menjalankan pidana penjara itu dibebaskan secara bersyarat dari 
Lembaga Pemasyarakatan? 
Pasal 16 KUHP menentukan: 
Keputusan-keputusan mengenai pembebasan bersyarat itu diambil oleh 
Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendengar keterangan dari Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan, di dalam Lembaga Pemasyarakan mana terpidana berada, 
dan setelah mendengar keterangan dari Jaksa dari daerah siapa terpidana itu berasal. 
Keputusan-keputusan tersebut tidak akan diambil, kecuali setelah mendengar 
pendapat dari Dewan Reklasering Pusat, yang kewajibannya diatur oleh Menteri 
Kehakiman. 
Tentang bagaimana caranya seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus 
menyampaikan usulnya, tentang bagaimana caranya Menteri Kehakiman meminta 
saran dari Dewan Reklasering Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh 
Menteri Kehakiman dan HAM di dalam putusannya dan tentang siapa yang harus 
melaksanakan putusan dari Menteri Kehakiman tersebut, semuanya telah diatur di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan di dalam Ordonansi tanggal 
27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai 
Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling atau Ordonansi tentang 
Pembebasan Bersyarat. 
                                                             
9Hazewinkel-Suringa, Inleiding, hal 382 
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Menurut Pasal 1 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat tersebut, usul 
dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan 
HAM itu harus memuat:  
1. Keterangan selengkap mungkin mengenai pribadi dari terpidna 
2. Keterangan mengenai putusan pengadilan yang menjadi dasar bagi 
terpidana untuk menjalankan pidana penjaranya di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan yang ia pimpin, dan tentang bilamana masa pidana 
penjara yang dijalankan oleh terpidana itu akan berakhir; 
3. Keterangan tentang hal-hal yang diketahui oleh Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan mengenai riwayat hidup terpidana, mengenai pekerjaan 
atau jenis usaha yang pernah dilakukan oleh terpidana sebelum 
menjalankan pidana penjaranya, mengenai jenis pekerjaan yang telah 
diajarkan kepada terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan 
mengenai kemungkinan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat, 
disertai dengan penjelasan apakah setelah dibebaskan secara bersyarat dari 
Lembaga Pemasyarakatan terpidana dapat hidup tanpa memerlukan 
pertolongan dari orang lain, dan berkenaan dengan itu apakah menteri juga 
perlu untuk memutuskan agar kepada terpidana dapat diberikan sejumlah 
uang dari uangnya yang disimpan oleh pengurus dari Lembaga 
Pemasyarakatan 
4. Keterangan mengenai syarat-syarat yang perlu ditetapkan bagi terpidana 
disertai dengan penjelasan mengenai temapat akan dituju oleh terpidana 
setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. 
 
 
54 
 
Pasal 2 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat tersebut menetukan, 
bahwa usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu harus dilampiri dengan; 
a. Salinan dari putusan peradilan yang menjadi dasar bagi terpidana untuk 
menjalankan pidana penjaranya di dalam lembaga pemasyarakatan; 
b. Sebuah daftar yang berisi data-data mengenai hukuman-hukuman disiplin 
yang pernah dijatuhkan bagi terpidana dalam masa tiga tahun terakhir 
sebelum usul mengenai pembebasannya secara bersyarat telat dikirimkan 
kepada Menteri Hukum dan HAM; 
c. Keterangan-keterangan dari pejabat-pejabat lain, seperti dari Polisi atau 
Jaksa mengenai terpidana;  
Apabila setelah usul mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang 
terpidana itu dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan kemudian ternyata 
bahwa terpidana tersebut telah dipindahkan dari kelas tiga ke kelas dua pembebasan 
secara bersyarat itu secepat mungkin harus memberitahukannya kepada Menteri 
Hukum dan HAM. 
Setelah menerima usul mengenai suatu pembebasan bersyarat bagi seseorang 
terpidana dari seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu, Menteri Hukum dan 
HAM akan mengirimkan usul tersebut kepada Dewan ReklaseringPusat untuk 
mendapatkan saran-sarannya.  
Setelah mendapatkan saran-saran dari Dewan Reklasering Pusat, Menteri 
Hukum dan HAM akan memberikan putusannya mengenai pembebasan bersyarat 
bagi seseorang terpidana, dengan menetapkan jangka waktu yang ada hubungannya 
dengan pembebasan bersyarat tersebut dan menetapkan besarnya jumlah uang yang 
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dapat diberikan kepada terpidana, yakni sebagai bekal untuk memulai dengan suatu 
usaha yang baru setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Putusan tersebut oleh Menteri Hukum dan HAM akan dikirimkan kepada 
Jaksa, yakni pejabat seperti yang dimaksud di dalam Pasal 14d KUHP untuk 
dilaksanakan, dan tindasannya akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri 
yang wilayah hukumnya meliputi tempat atau daerah yang akan dituju oleh terpidana, 
setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. 
Perlu diketahui bahwa Pasal 4 ayat 6 dari Ordonasi tentang Pembebasan 
bersyarat itu sendiri sebenarnya telah menentukan sebagai berikut. 
 Dit besluit wordt tevens terkennis gebracht van het Hooft van plaatselijk 
bestuur, binnen wiens ambtsgebied de plaats is gelegen bedold onder 5 van 
art. 1… 
Artinya: 
 Putusan ini juga diberitahukan kepada Kepala dari pemerintahan setempat, 
 dalam daerah jabatan siapa tempat seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 
1angka 5. 
 
Menurut Staasblad Tahun 1931 Nomor 168 jo. Nomor 423, bagi tempat-
tempat di Pulau Jawa dan Madura, perkataan Hoofd van Plaatselijk, bestuur, atau 
Kepala dari pemerintahan setempat itu harus diartikan sebagai asisten residen. 
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Oleh karena jabatan asisten residen itu dewasa ini sudah tidak ada lagi, dan 
Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 794 tentang 
Pembebasan Bersyarat telah dibuat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang 
dimaksud di dalam Pasal 17 KUHP, naka mengingat ketentuan-ketentuan seperti 
yang telah diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 8 angka 3 huruf b dari Undang-Undang 
No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 1 dari Undang-Undang 
Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 
Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, perkataan asisten residen di 
dalam Pasal sebagai jaksa. 
 Untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di 
dalam: 
a. Pasal 15a ayat 6 KUHP yang antara lain telah mengatakan bahwa kepada 
orang yang dibebaskan secara bersyarat diberikan verlofpas atau surat izin 
cuti dan  
b. Pasal 17 KUHP yang antara lain telah mengatakan bahwa tentang formulir 
surat izin cuti dan peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan apa yang diatur 
dalam Pasal 15, 15a, dan Pasal 16 ditentukan dengan suatu ordonansi. 
 
Maka Pasal 5 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat itu telah 
menentukan, bahwa: 
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1. Pada saat seseorang itu dibebaskan secara bersyarat dari lembaga 
pemasyarakatan, maka kepada orang tersebut diberikan surat izin cuti sesuai 
dengan contoh yang terlampir pada ordonansi tentang pembebasan bersyarat.  
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa pidananya 
belum berakhir dan akibat-akibat dari tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut 
dituliskan di belakang surat izin cuti dari terpidana; dan 
3. Tindasan surat izin cuti yang dilampiri dengan kartu sidik jari dari terpidana 
dikirimkan ke Kantor Pusat Lembaga Pemasyarakatan. 
Pasal 15a ayat 1 dan ayat 2 KUHP hanya menentukan bahwa bagi orang yang 
dibebaskan secara bersyarat itu dapat ditetapkan syarat umum dan syarat-syarat 
khusus yang harus dipenuhi oleh orang tersebut selama masa percobaannya, tetapi 
telah tidak menjelaskan lebih lanjut tentang criteria yang harus digunakan untuk 
menetapkan syarat-syarat tersebut, kecuali seperti yang pernah dikatakan di atas, 
yaitu hanya membatasi bahwa syarat-syarat khusus yang berkenaan dengan perilaku 
dari terpidana itu tidak boleh membatasi kebebasan untuk beragama dan 
kebebasannya menurut tata Negara. 
Agaknya kebijaksanaan tentang bagaimana caranya menetapkan syarat-syarat 
tersebut sepenuhnya telah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, yang 
memang paling berwenang untuk menetapkannya, mengingat bahwa ordonansi yang 
mengatur masalah pembebasan bersyarat itu sendiri telah tidak mengatur lebih lanjut 
mengenai kriteria tersebut. 
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Di atas telah dijelaskan bahwa yang bertugas untuk mengawasi agar syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM benar-benar 
akandipenuhi oleh terpidana adalah Jaksa seperti yang dimaksud dalam Pasal 14d 
KUHP. 
Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Jaksa yang 
bersangkutan ataupun melalui pihak kejaksaan di tempat tinggal dari orang yang 
dibebaskan secara bersyarat. 
Orang yang dibebaskan secara bersyarat itu diwajibkan untuk dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan di dalam surat izin cutinya itu datang menghadap kepada 
pihak Kejaksaan setempat untuk menunjukkan surat izin cutinya, dan selanjutnya 
setiap bulan sekali ia harus melakukan hal yang sama, kecuali jika pihak kejaksaan 
telah memberikan izin bahwa kepergian dan kehadirannya di suatu tempat tertentu itu 
cukup dapat ia laporkan secara tertulis. 
Apabila orang yang dibebaskan secara bersyarat itu atau kemauannya sendiri 
ingin pindah ke tempat yang lain, maka yang mula-mula harus ia lakukan adalah 
memberitahukan tentang maksudnya itu kepada pihak kejaksaan di tempat tinggalnya 
yang lama dengan menunjukkan surat izin cutinya, di mana pihak Kejaksaan akan 
menuliskan suatu jangka waktu tertentu tentang bilamana ia harus melaporkan diri 
kepada pihak kejaksaan di tempat tinggalnya yang baru, dan di tempat tinggalnya 
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yang baru ia wajib melaporkan diri kepada pihak Kejaksaan setempat dengan 
menunjukkan surat izin cutinya. 
Apabila ia lalai memenuhi kewajibannya untuk melaporkan diri pada pihak 
kejaksaan di tempat tinggalnya yang baru, maka Jaksa harus segera melakukan 
penyelidikan untuk menemukan orang yang telah dibebaskan secara bersyarat itu dan 
melaporkan peristiwa tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. 
Pasal 7 ayat 6 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat telah 
menentukan, bahwa selama masa pidananya belum berakhir maka seseorang yang 
dibebaskan secara bersyarat itu selalu harus membawa surat izin cutinya itu kepada 
pihak kejaksaan di tempat di mana ia sedang berada . 
Selanjutnya, Pasal 7 ayat 7 dan ayat 8 dari Ordonansi yang sama telah 
memberikan beberapa pembatasan mengenai cara melakukan pengawasan terhadap 
orang yang telah dibebaskan secara bersyarat, yaitu antara lain: 
a. Bahwa orang yang dibebaskan secara bersyarat itu jangan sampai terlalu 
dipersulit oleh pengawasan yang dilakukan terhadap dirinya; 
b. Bahwa bagi orang yang dibebaskan secara bersyarat itu tidak boleh 
ditetapkan lain-lain pembatasan, kecuali yang memang perlu untuk 
kepentingan orang itu sendiri dan untuk dapat melakukan suatu 
pengawasan terhadap dirinya dengan cara yang memadai; dan 
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c. Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap seseorang yang 
dibebaskan secara bersyarat itu harus dicegah kemungkinan tersiarnya 
berita, bahwa orang tersebut sebenarnya merupakan seorang terpidana 
yang sedang dibebaskan secara bersyarat dari suatu Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) KUHP itu telah menentukan, bahwa 
pembebasan secara bersyarat itu dapat dicabut kembali, jika terpidana selama masa 
percobaan telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang telah 
dituliskan dalam surat izin cutinya. Selanjutnya juga telah ditentukan, bahwa 
pembebasan bersyarat tersebut juga dapat ditangguhkan oleh Menteri Hukum dan 
HAM, apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perbuatan-perbuatan 
seperti itu. 
Yang penting untuk diketahui mengenai tindakan yang dianggap sebagai 
bertentangan dengan syarat umum seperti yang dimaksud di dalam Pasal 15a ayat (1) 
KUHP adalah, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 dari Ordonansi tentang Pembebasan 
Bersyarat secara limitif telah disebutkan, yaitu apabila seseorang yang telah 
dibebaskan secara bersyarat itu:Telah hidup secara bermalas-malasan, telah hidup 
secara tidak teratur, atau 
a. Telah bergaul dengan orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang  
b. yang mempunyai kelakuan yang buruk. 
Maka orang tersebut harus dipandang sebagai telah melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan syarat umum seperti yang di maksudkan di dalam Pasal 15a ayat 
(1) KUHP. 
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Apabila Menteri Hukum dan HAM berpendapat, bahwa:  
a. Perlu diadakan perubahan mengenai syarat-syarat khusus yang telah 
ditetapkan bagi seseorang terpidana atau perlu meniadakan syarat-
syarat tersebut. 
b. Perlu menetapkan syarat-syarat khusus yang baru bagi terpidana 
c. Perlu menyerahkan pengawasan khusus yang telah dilakukan terhadap 
terpidana kepada orang lain. 
d. Perlu mencabut kembali pembebasan bersyarat yang telah diputuskan 
oleh Menteri Hukum dan HAM akan menyerahkan surat-surat dari 
Jaksa yang berisi permintaan agar putusan untuk membebaskan secara 
bersyarat seorang terpidana dicabut kembali itu kepada Dewan 
Reklasering pusat untuk mendapatkan saran-sarannya. 
Yang berwenang untuk meminta kepada Menteri Hukum dan HAM agar 
Menteri mencabut kembali putusannya mengenai pembebasan bersyarat bagi 
seseorang terpidana adalah Jaksa, yang wilayah hukumnya juga meliputi daerah 
tempat tinggal dari terpidana tersebut. 
Permintaan untuk mencabut kembali putusan mengenai suatu pembebasan 
bersyarat seperti itu harus memuat: 
a. Suatu penjelasan yang teliti mungkin mengenai orang yang telah 
dibebaskan secara bersyarat, yakni sedapat mungkin dilampiri dengan 
surat izin cuti dari orang yang bersangkutan. 
b. Alasan-alasan yang telah menyebabkan permintaan itu diajukan kepada 
Menteri dan dilampiri dengan berita-berita acara, relasi-relasi, dan lain-
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lain keterangan tertulis yang dianggap penting karena ada hubungannya 
dengan permintaan yang telah diajukan kepada Menteri, serta berita 
pemeriksaan terhadap orang yang telah dibebaskan secara bersyarat, yakni 
dalam hal orang tersebut tidak mungkin dapat didengar secara langsung. 
Salinan dari surat permintaan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk 
mencabut kembali putusannya yang pernah ia keluarkan untuk membebaskan 
seseorang terpidana secara bersyarat tersebut, disertai dengan salinan-salinan dari 
semua lampirannya, harus dikirimkan pada saat yang sama kepada Jaksa seperti 
dimaksud di dalam Pasal 14d KUHP.  
C. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP No. 99 Tahun 
2012 di Lembaga Permasyarakatan Kota Makassar 
Dalam ketentuan PP NO.99 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan 
anak bersyarat. 
Pasal 43 ayat (2) menjelaskan bahwa, pembebsasan bersyarat diberikan 
dengan syarat: 
a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan 
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 
(sembilan) bulan;  
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 
(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) 
masa pidana;  
c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 
bersemangat; dan  
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d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan 
Narapidana.
10
 
Aturan tentang syarat di atas, juga telah di atur dalam Pasal 49 Ayat (1) 
Peraturan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang syarat 
dan tata cara pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, 
cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.  
Selain itu, Pasal 43 a PP No. 99 tahun 2012 menegaskan bahwa Pemberian 
Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 
pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan 
terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan di 
atas juga harus memenuhi persyaratan yakni: 
a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 
b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, 
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 
(sembilan) bulan;  
c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa 
pidana yang wajib dijalani; dan  
d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang 
menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:  
                                                             
10
Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga 
binaan pemasyarakatan. 
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1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis 
bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,  yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme.
11
 
Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana yang di maksud di atas hanya berlaku 
terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun. 
Menurut informan Bapak Andi Moh Hamka, selaku bagian Bidang 
Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, juga menambahkan bahwa 
khusus trafficking, sama khusus teroris, narkoba dan korupsi itu diberikan kewajiban 
membayar denda sama uang pengantinya. Jadi, apa yang di putuskan dalam 
pengadilan, hakim menurut Undang-undang khusus mengikuti delik masing masing 
perkara itu. Pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah pemerintah 
berdasarkan peraturan pemerintah mewajibkan bayar, apabila dia sudah bayar, maka 
dia baru diberikan haknya. Jadi,itu syarat khususnya. Pemberian haknya dapat tapi 
                                                             
11
Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga 
binaan pemasyarakatan. 
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diperlakukan dengan syarat khusus.Ada kewajiban khusus untuk membayar bagi 
pidana khusus.
12
 
Pemberian Pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri, di 
dalamnya mengatur bahwa pembebasan bersyarat dapat di cabut apabila Narapidana 
atau anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan sebagaimana yang telah di 
tentukan dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak 
warga binaan pemasyarakatan. 
Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara oleh informan 
Bapak Andi Moh Hamka selaku Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 
Makassar, mengatakan bahwa pada prinsipnya pembebasan bersyarat diberikan 
kepada semua tindak pidana, baik umum maupun yang khusus. Hanya ada syarat-
syarat  umum ada juga syarat khususnya. Syarat-syarat umum diberikan kepada 
orang-orang (Narapidana) yang tindak pidana umum, fase fase yang telah di lalui 
misalnya masuk pada fase Middle Security kemudian Narapidana tersebut di lengkapi 
administrasinya maka diberikanlah atau diusulkannya pembebasan bersyarat, untuk 
pidana khusus seperti tipikor, kejahatan trafficking, teroris dan narkoba yang 
perlakuannya berbeda dengan umum.
13
 
Beliau juga menjelaskan, Peraturan Menteri No. 21 tahun 2013 tentang 
pemberian hak bagi warga binaan terkait Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang 
bebas, cuti bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga yang merupakan relevansi dari 
                                                             
12
Andi Moh Hamka (32 tahun), Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Juni 2015. 
13
Andi Moh Hamka (32 tahun), Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Juni 2015. 
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aturan PP No. 99 tahun 2012 adalah menjadi SOP (System Operator Procedure) atau 
sistem pemasyarakatan yang didalamnya mengatur 3 (tiga) Fase, yakni: 
 
a. Fase Maximum Security adalah masa dimana warga binaan itu pertama kali 
dia masuk, apakah dia tahanan  atau narapidana, yang baru masuk di 
lingkungan Lapas. Jadi ada namanya mapenali ( masa pengenalan 
lingkungan), jadi disitu petugas Pemasyaraktan dalam hal ini bagian 
bimbingan pemasyaraktan pada Lapas itu meneliti, mengamati apakah warga 
binaan ini yang sudah pada prinsipnya itu yang berada pada undergress (di 
bawah tekanan) karena dia berhadapan dengan hukum. Ini mengalami gejala 
stress,siapa tahu dia mengamuk. Maka dari itu kita amati dalam pengawasan.  
Misalnya pada saat masa pengenalan lingkungan dia baik baik saja, mulai 
menerima keadaannya, tenang.Fase nya itu mulai dari 0 – 1/3 masa pidana itu 
termasuk contoh simulasinya.Kalau dia di pidana 3 tahun, 0-1 tahun itu dalam 
Maximum karena potensi manjat tembok ini masih besar. apa yang diberikan 
yang berada posisi maximum security ini tentu pembinaan mental spiritual 
kemudian kemandirian atau life skill atau pendekatan mental rohani, bagi 
yang belum tahu mengaji akan di ajar mengaji, di bina karakternya, kemudian 
di aktifkan dalam kegiatan pembinaan life skill, contohnya membuat kerajinan 
tangan, perkebunan di dalam Lapas dan lain-lain; 
b. Apabila warga binaan sudah bisa beradaptasi 1 tahun pertama, akhirnya dia di 
kelompokkan pada kategori fase Middle security. Maksudnya warga binaan 
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masih dalam pengawasan tetapi membiarkan warga binaan tersebut 
berinteraksi social dalam Lapas karena sudah di inisiasi, dia sudah di kasih 
penekanan hak dan kewajiban di dalam Lapas, sehingga dia bisa berinteraksi 
dengan petugas karena sudah dianggap atau di asumsikan bukan ancaman 
bagi dirinya dan orang lain, sudah tidak menimbulkan tekanan dalam 
beradaptasi dalam Lapas. Middle security ini dipersiapkan untuk menjadi 
Minimum security, jadi setelah dia dipekerjakan, di awasi. Di persiapkan 
untuk kerja di luar Lapas karena fase itu sudah dia jalanidengan baik, itulah 
hebatnya Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan itu tidak 
mengandalkan yang namanya senjata tetapi yang diandalkan yaitu 
pembinaan, sistem security nya itu bukan borgol tapi penguatan pembinaan 
karakter sehingga warga binaan yang diperkerjakan di luar lapas tidak akan 
kabur, jam 9 keluar lapas begitu bunyi lonceng atau pengawalnya bilang 
masuk jam 5. Maka semua warga binaan turut mengikuti peraturan yang di 
buat. Karena warga binaan telah menyadari kesalahannya dan sudah yakin 
sistem pemasyarakatan itu akan membebaskan dia ketika pada waktunya. 
Maximum security 1/3, middle security ½, ½ dari 1/3 itu sudah masuk 
minimum security. Setelah itu masuk 2/3 menurut pidana hitungan tata usaha 
System Pemasyarakatan dengan potongan remisi setiap 17 agustus, hari 
perayaan agamanyapulang lah mereka dirumah karena menurut penilaian 
system pemasyarakatan, dia sudah tidak tersesat “ pada prinsipnya semua 
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orang berpotensi melakukan delik pidana’ kalau ada kesempatan kalau 
memang  dalam keadaan  tidak stabil; 
c. Fase Minimun Security ½ - 2/3 masa pidana, dalam proses ini telah ada 
pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat namun tetap dalam 
Pembimbingan Balai Pemasyarakatan dan Pengawasan oleh Kejaksaan.
14
 
Lebih lanjut, Bapak Andi Moh Hamka juga menjelaskan bahwa apabila ada 
narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat bebas sebelum waktunya maksudnya 
bebas sebelum habis masa tahanannya artinya bebas murni.Kalau bebas bersyarat itu 
istimewa bagi warga binaan karena itu menjadi domainnya pemasyarakatan yang dia 
berikan. Pada saat dia diberikan peran pengawasan oleh pihak pemasyarakatan, 
dipulangkan dirumah tapi dia di awasi, apabila warga binaan mengulangi 
perbuatannya maka akan di jemput kembali menghabiskan masa sisa pidananya. Tapi 
di nilai oleh balai pemasyarakatan kalau dianggap dia meresahkan atau masuk 
laporan polisi tentang ulahnya, kemudian masyarakat merasa keberatan itu membawa 
laporan polisi bahwa membuat onar tapi tidak menimbulkan perbuatan pidana.Maka 
petugas lapas menjemput kembali untuk menjalani sisa pidananya karena pidana 
bersyarat masih memiliki sisa pidana yang dijalani di luar tembok lapas yang masih 
dalam pengawasan. Maka di jemput dia karena pihak lapas masih memiliki 
kewewnangan, apalagi dapat pembebasan bersyarat bikin masalah , polisi mengetahui 
bahwa masih ada pembebasan bersyaratnya, kemudian langsung di bawa kembali ke 
                                                             
14
Andi Moh Hamka (32 tahun), Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Juni 2015. 
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lapas. Dia menjalani sisa pidana kemudian nanti pada proses pidana barunya selesai 
ditambah kembali. jadi dia menjalani penahanan sambil menjalani masa sisa 
pidananya dan di tambah masa penahananya untuk menunggu kapan putusannya itu 
ingkrah yang baru setelah itu dibawah berkasnya putusan barunya dan tidak diberikan 
lagi pembebasan bersyarat karena di anggap dia gagal dalam pembinaan manusia. 
Jadi, menurut hemat penulis bahwa ketentuan yang ditegaskan dalam PP No. 
99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 
pemasyarakatan khususnya mengenai Pemberian Pembebasan Bersyarat, mekanisme 
prosedurnya telah sesuai di jalankan dan/atau diberlakukan di Lapas Klas 1 Makassar 
sebagimana sesuai hasil penelitian dan wawancara dengan informan bapak Andi Moh 
Hamka selaku bagian Bidang Pembinaan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam Wetboek Van 
Strafrecht (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan dengan Stb. 1926 
No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang 
saat ini dikenal sebagai Ordonnantie Op De Voorwaardelifke 
InvrjheidsmStelling. 
Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang 
dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pada aturan 
pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut dapat 
dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat.Dalam 
hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya 
sembilan (9) bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh 
melakukan perbuatan-perbatan yang dapat dihukum. Permohonan 
Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari 
pertiga masa  pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP. 
Selanjutnya telah di atur juga dalam Dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 PP No. 
99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 
pemasyarakatan., menegaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapat pembebasan bersyarat. 
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Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan 
syarat: 
a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) masa pidana 
tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; 
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 
(Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) 
masa pidana. 
Selain itu, ketentuan ini juga di atur dalam Pasal 49 dan 50 Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 
tentang Syarat dn tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi 
Keluarga, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 
2. Penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar telah sesuai dengan apa yang telah di tentukan dalam aturan 
menurut PP No. 99 tahun 2012. Mekanisme pemberian pembebasan 
bersyarat tersebut diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan 
dan/atau terpidana apabila terpidana menjalani program pembinaan 
dengan melewati 3 (tiga) fase sistem pemasyarakatan yakni, maximun 
security, middle security, dan minimum security. Fase Minimun Security 
½ - 2/3 masa pidana, dalam proses ini telah ada pengusulan pemberian 
pembebasan bersyarat namun tetap dalam pembimbingan balai 
pemasyarakatan dan pengawasan oleh kejaksaan. Jadi, dapat dikatakan 
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pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana merupakan hak yang 
telah di atur sesuai ketentuan dalam PP No. 99 tahun 2012 tentang Syarat 
dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yakni telah 
menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) masa pidana 
tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. 
 
B. Saran 
1. Perlunya sosialisasi hukum dan/atau aturan perundang-undangan terhadap 
masyarakat dan/atau Narapidana yang lagi menjalankan pemidanaan di 
lembaga pemasyarakatan mengenai syarat dan tata cara pemberian hak warga 
binaan pemasyarakatan baik itu Asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang 
bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat. Sehingga, tidak 
terjadi pemberlakuan kesewenang-wenangan dan tidak berprikemanusiaan 
yang bersifat tidak adil terhadap terpidana pelaku kejahatan; 
2. Ketentuan yang berlaku dalam Perundang-undangan diharapakan harus sesuai 
dengan mekanisme dalam hal pemberlakuannya. Hak adalah merupakan salah 
satu yang dimiliki seorang manusia sejak dia masih dalam kandungan hingga 
dia meninggal dunia, bahkan negarapun di wajibkan harus menjamin akan hak 
setiap individu warga negaranya seperti apa yang telah tertuang dengan sakral 
dalam konstitusi Negara ini dan Falsafah Pancasila yang di anggap sangat 
Fundamental di Negara ini. 
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